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GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 72 TaAEURX 2815

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

(=

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan
langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik,
terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan
pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga
miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara
layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan bekelanjutan
untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015-2018;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah seberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Program
Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan
Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga
Produktif;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Jawa Tengah.

3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan
pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi
dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat SPKD adalah
strategi kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilakukan
secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta
program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.

BAB II
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan
penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah
pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 dalam bentuk arah kebijakan, strategi,
program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. BAB 1 : Pendahuluan

b. BAB II : Kondisi Umum Daerah

c. BAB Il : Profil Kemiskinan Darah

d. BAB IV : Determinan Kemiskinan Daerah

e. BABV : Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

f. BABVI : Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan di Daerah

g. BAB VII : Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah

h. BAB VIII : Sistem Monitoring dan Evaluasi

i. BABIX :Penutup

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

SPKD menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk
menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan di daerah.



BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulanan Kemiskinan Daerah bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan sumber
pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 pesember 2615

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Besember 2615

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 72
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